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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

           Pemerintah Indonesia bertanggung jawab memberikan layanan dan perlindungan 

kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bencana, baik bencana alam dan bencana sosial. 

RI (2020) menyatakan bahwa Bencana alam merupakan suatu peristiwa antara lain akibat 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah 

longsor. Bencana sosial yaitu suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok, kebakaran pemukiman, teror, dan sabotase. 

Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang jauh dari permukaan daerah rawan kejadian 

alam, namun yang sering terjadi dikalangan masyarakat Kota Palembang akibat ulah 

kelalaian manusia sehingga menyebabkan kebakaran pemukiman. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.  

 Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan 

dan Jaminan Sosial, sebagai pelaksana di tingkat pusat bertanggung jawab atas tugas dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang dimana 

terdapat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar 

pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas dan asas tugas pembantuan. Selanjutnya, 

dalam kerangka desentralisasi maka sebagian tugas Kemensos RI penanggulangan dan 

perlindungan kepada korban setelah bencana sehingga menjadi bencana sosial dilimpahkan 

kepada setiap Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Selatan. 
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 Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 10 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan 

berperan dalam penanggulangan bencana sebagai koordinator bidang perlindungan, 

pengungsian dan sebagai wakil koordinator bidang logistik dalam memberikan bantuan 

atau menanggulangi bencana kepada setiap korban bencana sosial untuk kesejahteraan dan 

perlindungan sosial masyarakat. Bentuk bencana sosial yang menjadi kegiatan Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti 

konflik sosial, aksi teror, kebakaran pemukiman dan sabotase dengan memberikan bantuan 

sosial bagi korban bencana sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 

Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.  

 Kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana kebakaran pemukiman dengan 

jumlah korban jiwa lebih dari 51 orang maka dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Selatan untuk menyalurkan atau memberikan bantuan kepada korban kebakaran, 

sedangkan apabila korban jiwa dibawah 51 orang maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang 

berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di 

Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, cakupan pemberian layanan 

penyaluran bantuan kepada keluarga korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak dibandingkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. 

Alasan inilah yang mendorong peneliti melakukan studi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera 

Selatan.  

Fungsi dan peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penanggulangan 

bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan perlindungan 

sosial korban bencana kebakaran. Terkait menanggulangi bencana korban terdampak 

kebakaran yang telah dilaksanakan termasuk dalam pascabencana pada saat telah bencana 



3 

 

 

 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi tanggung jawab 

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. 

Salah satu bentuk bencana yang diakibatkan ulah manusia adalah bencana 

kebakaran. Cakupannya bisa terjadi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. Seluruh korban terdampak kebakaran akan mendapat bantuan dari Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera. Bantuan bencana kebakaran yang telah diberikan oleh Dinas Sosial 

Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada tabel 1 berikut: 

   Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Bencana Kebakaran Tahun 2017-2021 

NO. KAB/KOTA 2017 2018 2019 2020 2021 JUMLAH 

1. Banyuasin 9 20 2 6 18 55 

2. Empat Lawang 10 20 17 5 3 55 

3. Lubuklinggau 7 1 4 2 3 17 

4. Pagaralam 4 6 3 3 7 23 

5. Palembang 14 34 53 52 51 204 

6. Prabumulih 4 5 3 2 7 21 

7. Lahat 3 8 6 10 7 34 

8. Muara Enim 6 19 13 8 5 51 

9. Musi Banyuasin 5 21 8 22 25 81 

10. Musi Rawas 2 4 2 1 2 11 

11. Musi Rawas Utara 3 2 14 7 6 32 

12. Ogan Ilir 4 9 13 13 17 56 

13. Ogan Komering Ilir 3 2 2 3 9 19 

14. Ogan Komering Ulu  6 4 2 1 12 25 

15. Ogan Komering Ulu Selatan 7 12 17 22 14 72 

16. Ogan Komering Ulu Timur 3 12 3 3 2 23 

17. Pali 3 11 4 9 5 32 

JUMLAH 93 190 166 169 193 811 
  Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, 2021. 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 Dinas 

Sosial Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan bantuan terhadap korban terdampak 

kebakaran sebanyak 811 kali. Hal ini berarti selama lima tahun terakhir telah terjadi 811 

kali kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus kebakaran terbanyak setiap tahun 

terjadi di Kota Palembang. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan dengan alasan inilah 

maka Kota Palembang dijadikan sebagai lokasi penelitian. 

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana telah 

banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Londok (2014) yang mengkaji 
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penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana (suatu studi di badan 

penanggulangan bencana daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Khaldun & Tawil (2019) 

mengkaji penelitian mengenai analisis kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus 

perda Kota Palu nomor 5 tahun 2011, Syarif & Unde (2014) yang mengkaji penelitian 

tentang pentingnya komunikasi dan informasi pada implementasi kebijakan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar, Fitrianto (2020) mengkaji 

mengenai evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (studi pada bpbd Kabupaten 

Kediri), Setyowati & Suryaningsih (2018) meneliti tentang implementasi kebijakan 

penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di badan 

penanggulangan bencana daerah Kabupaten Semarang, dan Harera & Hidayat (2018) 

mengkaji persoalan implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota 

Palembang. Namun belum banyak yang mengkaji tentang penanggulangan bencana sosial 

terkait kebakaran di Kota Palembang. Penggunaan teori implementasi kebijakan dengan 

lokus Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruan penelitian ini. 

 Secara teoritis, implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh beberapa 

faktor. Permasalahan dalam implementasi dapat menghambat keberhasilan implementasi 

tersebut. Demikian juga dengan implementasi penanggulangan bencana kebakaran. 

 Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan anggota forum komunikasi tagana  

dalam penanggulangan bencana pada hari jumat, 10 desember 2021 diketahui bahwa: 

“Permasalahan dalam menanggulangi bencana yang sering terjadi di Kota 

Palembang yaitu ketidakakuratan data, terbatasnya jumlah tagana, kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan dukungan psikososial, dan 

sulitnya membujuk korban masyarakat untuk dilakukan relokasi pemukiman”.  

 

 Berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kebakaran 

yang terjadi di Kota Palembang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut menjadi 

tidak maksimal. Menurut George C. Edward III dalam Nugroho (2017:747) bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi yang berkaitan 
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dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan sikap serta 

tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam keberhasilan. Komunikasi sangat diperlukan 

untuk penyampaian informasi sehingga dengan mendapatkan informasi bisa melaksanakan 

penanggulangan bencana kepada korban. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan 

sumberdaya pendukung khususnya sumber daya manusia untuk carry out secara efektif 

pada keberhasilan sumber daya dapat berpengaruh untuk menanggulangi bencana baik itu 

sumber daya manusia, fasilitas yang diberikan, serta sarana dan prasarana karena sumber 

daya sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana kepada korban 

terdampak kebakaran tanpa adanya sumber daya tidak akan terlaksanakan kebijakan 

tersebut dalam menyalurkan bantuan. Disposisi berkenaan dengan kesediaan para 

implementor untuk carry out kebijakan dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

agar terlaksanakan kebijakan tersebut harus memiliki komitmen dan ketersediaan para 

pelaksana dalam menanggulangai bencana kepada korban kebakaran. Struktur birokrasi 

berkenaan dengan kemampuan organisasi birokrasi pelaksana kebijakan. Proses 

implementasi kebijakan akan makin efektif apabila organisasi mampu mengkoordinasi 

semua pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian, yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan 

Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Sosial pada Korban terdampak Kebakaran di Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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 Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan 

mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait implementasi 

kebijakan penanggulangan bencana sosial pada korban terdampak kebakaran di Kota 

Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran kepada pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan 

Tagana Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam penanggulangan bencana 

sosial, khususnya kebakaran di Kota Palembang. 
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